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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 203 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

ao bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan atas surat pemberitahuan pajak terutang
dan/atau surat ketetapan pajak daerah;

bo bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dalam rangka penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

50 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri olsh Wajib Pajak;
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,6. Plilraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

7. P~raturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
P~jak Daerah;

la. P~raturan Daerah NOljllor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Gubemur Npmor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayalllan Pajak Daerah;

11. P~raturan Gubernur Npmor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan
P~netapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan pdrdesaan dan Perkotaan;

12. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Penilaian dan
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

PE~TURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PEt-jlfeLESAIAN KEBE~TAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERQESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

liDalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

11. Daerah adalah ProvinsilDaerah Khusus Ibukota Jakarta.
,

~. Pemerintah Daerah adflah Gubemur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

P. G~bernur adalah Kepflla Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajakladalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

~. Ij::~pala Dinas Pelayan~n Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

p. Syku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada
Kola Administrasi.
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7. Krpala Suku Dinas pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada lKota Administrasi.

8. Urit Pelayanan Paj~k f;laerah ya~g selanjutnya disingkat UPPD adalah
Upl! Pelayanan Pajak lDaerah Dlnas Pelayanan Pajak yang berada di
wllayah Kecamatan.

19. K~pala Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala UPPD yang
berada di wilayah Kecclmatan.

10. P~jabat yang ditunju~ adalah Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak dan ~epala Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas
P~layanan Pajak.

'11. Pjljak Bumi dan Bang*an Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
difirgkat PBB-P2 ad ah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
di~iliki, dikuasai dan/a au dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Pfda sektor perdes~an dan perkotaan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. perhutanan dan
pertambangan.

12. Ni1ai Jual Objek Pajak,yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
r1¥a-rata yang diperole~ dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
d~n bilamana tidak tergapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
p~rbandingan harga dergan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan
baru, atau NJOP Pengganti.

13. Klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan nilai jual bumi
dan nilai jual banguna~ yang digunakan sebagai pedoman penetapan
N~OP Bumi dan NJOP lBangunan.

14. NJOP meliputi nilai juql permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman
serta laut) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

15. Opjek Pajak Perdesaafil dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek
Pajak adalah objek ~ajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
di~uasai dan/atau dimCjnfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
o!?jek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

'16. Sl,Jrat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digynakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Paj~k Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan
p~rkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Rajak Terutang yang seianjutnya disingkat SPPT
adaJah surat yang digurakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

~ 8. Sura! Ketetapan Pajak p'aerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak fang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

119. Surat Tagihan Pajak qaerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
sLlrat untuk melakukajil tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
bertJpa bunga dan/atauldenda.

20. K~beratan adalah kegeratan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas
ketetapan pajak yang tardapat dalam SPPT dan/atau SKPD.
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21. Surat Keputusan Keberatan adalah sural kepulusan atas keberatan
terhadap SPPT atau SKPD.

22. Tim Peny~lesaian Keperatan PBB-P2 yang selanjutnya disebut Tim
PenyelesaJan Keberatiln adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas
Pelayanan Pajak alas nama Gubernur yang bertugas untuk
menyelesaikan keberatan PBB-P2.

BAB II

KEBERATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Keberatan

Pasal2

(1) ~ajib Pajak dapat me~ajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala
Dmas Pelayanan Paja~ atau pejabat yang dilunjuk, atas :

a. SPPT; dan/atau
b. SKPD.

{2) Prngajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratanlformal sebagai berikut :

a. permohonan dibua~ secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
benar dan baik disE¥tai alasan, dengan ketentuan :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

a) surat permo~onan mencantumkan nama, tanggal, bulan dan
tahun serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;

b) apabila permohonan dikuasakan harus disertai dengan surat
kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi
kuasa dan penerima kuasa; dan/atau

c) dalam hal waris, permohonan bermeterai cukup ditandatangani
oleh salah seorang dari ahli waris yang ditunjuk oleh para ahli
waris.

2. Wajib Pajak Badan :

a) sural permohonan dibuat di atas kop surat badan, diberi
tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pengurus
atau direksi qan diberi stempel badan; dan/atau

b) apabila permphonan dikuasakan, kuasanya adalah seseorang
atau badan yang diberi kuasa oleh pengurus atau direksi
dengan surat kuasa bermeterai cukup.

b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tang~al diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2
sebagaimana dima~sud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkam bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
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c. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
PBB-P2 paling s~dikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak,
dalam hal ini adalah PBB-P2 terutang menurut Wajib Pajak.

(3) Pengajuan keberatan: yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(4) Terhadap keberatan~ang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat ), dijawab dengan surat biasa dari Kepala Dinas
Pelayanan Pajak ata pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Selain memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) djln ayat (2), pengajuan keberatan juga harus
memenuhi persyaratan materil paling sedikit sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. identitas Wajib Pajak;
2. fotokopi pemb~yaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
3. fotokopi sertifi~atJstatus tanah;
4. fotokopi Kartu IKeluarga untuk waris; dan
5. surat penunju/<an ahli waris dari para ahli waris dalam hal

permohonan 9iajukan oleh ahli waris dan diketahui oleh pejabat,
sekurang-kurangnya Lurah.

b. Wajib Pajak Badan :

1. identitas pengurus atau direksi atau yang dikuasakan;
2. fotokopi pemb}yaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
3. fotokopi sertifi~atJstatus tanah; dan
4. fotokopi Akta f?endirian/Perubahan.

(2) Wajib Pajak dapat menyampaikan dokumen lain yang berhubungan,
qengan pengajuan keberatannya kepada Kepala Dinas Pelayanan
Pajak atau pejabat y~ng ditunjuk, sebagai bahan pertimbangan dalam
penyelesaian keberatan.

(3) Keberatan yang tidak. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
~ada ayat (1), ditolak ~engan menerbitkan sural biasa dari Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberalannya sebagaimana
dimaksud dalam Pa~al 2 ayat (4) atau Pasal 3 ayal (3), dapat
mengajukan kembali keberatan, sepanjang masih dalam jangka waktu
pengajuan keberatan Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b.

(2) Rengajuan kembali Prrmohonan keberalan dengan permohonan baru
dan melengkapi per~aratan formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan persyaratan materil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
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Bagian Kedua

Pengajuan Pemohon Keberatan

Pasal 5

(1) F1engajuan permohonan keberatan kepada Kepala Dinas Pelayanan
Rajak atau pejabat yang ditunjuk, diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Kepala Dinas Pe\ayanan Pajak untuk pelayanan penyelesaian
keberatan atas kfltetapan pajak termasuk sanksi administrasi
dengan jumlah di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah);

b. Kepala Suku DinaSj Pelayanan Pajak untuk pelayanan penyelesaian
keberatan atas kj'ltetapan pajak termasuk sanksi administrasi
dengan jumlah di latas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah); dan

c. Kepala UPPD untuk pelayanan penyelesaian keberatan atas
ketetapan pajak termasuk sanksi administrasi dengan jumlah
sampai dengan Rp '1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan formal dan materil sebagaimana dimaksud
d;:llam Pasal 2 ayat' (1) dan ayat (2) dan persyaratan materil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan melalui P?S tercatat dan tanda terima dari pos merupakan
btlkti penerimaan surat! permohonan keberatan.

(4) Pengajuan permohonan keberatan tetap dapat diterima, apabila Wajib
Pfljak dalam penyam~aian pengajuan permohonan keliru atau tidak
sesuai dengan kewemangan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5) Dalam hal terjadinya kpkeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
d,lam jangka waktu Pilling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan keberatall dari Wajib Pajak, maka permohonan keberatan
dipampaikan oleh petu!jlas dari Dinas Pelayanan Pajak atau Suku Dinas
P~layanan Pajak atau IUPPD ke pejabat sebagaimana dimaksud pada
a~at (1), dengan disertai tanda terima atau bukti penyampaian
permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Ketiga

Penyampaian Tanda Terima

Pasal 6

(1) Tanda terima dan 90s tercatat atas penyampaian permohonan
k~beratan oleh Wajib [Pajak melalui pos tercatat, merupakan tanda
terima autentik bagi Dinas Pelayanan Pajak untuk memproses
permohonan keberatan.
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(2)IOfllam hal surat pen0jakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dfn surat keputusan penolakan sebagaimana
dfmaksud dalam Pas,;, 3 ayat (3), disampaikan melalui pos tercatat,
~ka tanda penerima~n pengiriman surat dimaksud dari Kepala Dinas
Pelayanan Pajak at':f. pejabat yang ditunjuk dan tanda terima
IPrngiriman surat melalpi pos tercatat oleh Wajib Pajak merupakan bukti
tanda bukti terima b~gi Dinas Pelayanan Pajak atau Suku Dinas
Pelayanan Pajak atau I:!JPPD dan Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Penyelesaian Keberatan

Pasal 7

(1 )Berdasarkan permoh0r-an keberatan sebagaimana dimaksud dalam
P?sal 5 ayat (2), KelJi8la Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dinas Pelayanan Paj~k atau Kepala UPPD melalui pejabat yang
b~rwenang di bidang fpenyelesaian keberatan, melakukan penelitian
a~ministrasi permohon~n dan penyelesaian persyaratan permohonan.

(2)S~rat penolakan pe~rnohonan keberatan yang tidak memenuhi
p~rsyaratan formal sepagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
diterbitkan dalam jang~a waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya permohonCjn keberatan.

(3)S~rat penolakan permo/1onan keberatan yang tidak lengkap persyaratan
rnaleril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonqn keberatan.

(4)Penyampaian surat penolakan dan surat keputusan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diberi tanggal, bulan,
tahun dan ditandatanQani oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau
Kepala Suku Dinas P~layanan Pajak atau Kepala UPPD disampaikan
kepada Wajib Pajak d~lam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal surat dimfiksud dengan disertai bukti tanda terima.

(5)Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dinyatakan permohonCln lengkap dan memenuhi persyaratan, maka
permohonan diproses dengan ketentuan sebagai berikut :

a. membuat rekapitulasi data penelitian permohonan dan persyaratan
pada formulir peneljtian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Gubernur'ini;

b. menyusun dokumell persyaratan permohonan sesuai dengan data
penelitian tersebut; dan

c. membuat resume hasil penelitian sebagaimana bentuk resume
sebagaimana tercan1um dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(6) Membuat surat penga~tar penyelesaian permohonan keberatan yang
dilandatangani oleh K~ala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dl(las Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD, kepada Ketua Tim
Penyelesaian Keberatan.

(7)M~myampaikan surat pengantar kepada Tim Penyelesaian Keberatan
s~bi3gaimana dimaksu1 pada ayat (6) dengan disertai hasil penelitian
sebagaimana dimaksup pada ayat (5) dan dilengkapi dengan tanda
terima.
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(8) Berdasarkan permohonan penyelesaian keberatan sebagaimana
pimaksud pada aya\ (7), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan
penyelesaian permohonan keberatan.

(9) Dalam melakukan p!'lnyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Tim Penyelesaian Keberatan dapat :

a. meminta dokumen,tambahan yang berkaitan keberatan Wajib Pajak
kepada Wajib Pajak melalui surat yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Pelayanan ~ajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPD;

b. menerima keteran~an atau penjelasan tambahan yang berkaitan
dengan keberatalil dari Wajib Pajak melalui Kepala Dinas
Pelayanan Pajak 'iltau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau
Kepala UPPD;

c. meminta dilakuka~nya pemeriksaan lapangan atau administrasi
kepada pemeriksa melalui surat yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Pelayanan Ij>ajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPDI untuk menguji data objek dan administrasi Wajib
Pajak;

d. mengundang Waj!b Pajak dan/atau petugas pemeriksa yang
melakukan pemeri~saan;

e. melaksanakan hall lain yang berhubungan dengan permohonan
keberatan; dan/atqu

f. meminta Laporan ~emeriksaan Pajak Daerah (LPPD).

(10) Tim Penyelesaian Krberatan membuat risalah hasil pembahasan,
yang berisikan sekurang-kurangnya :

a. hasil pembahasan;
b. penjelasan Wajib ~ajak;

c. penjelasan petuga\i pemeriksa yang menerbitkan surat ketetapan;
d. kesimpulan; dan
e. usulan pertimbangfln keputusan keberatan.

(11) Tim Penyelesaian Krberatan menyampaikan laporan penyelesaian
~eberatan kepada KElpala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
IDinas Pelayanan Paj~k atau Kepala UPPD sebagai bahan keputusan
liI1elalui pejabat yang ~erwenang di bidang keberatan.

Pas'll 8

(1) Tim Penyelesaian Keberatan pada tingkat Dinas Pelayanan Pajak
i;ltau Suku Dinas Pel~yanan Pajak atau UPPD, dibentuk oleh Kepala
lDinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur.

(2) Tim Penyelesaian Keperatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan oleh Kep'lla Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penyelesaian keberatan
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan
Pajak atau Kepala UPPD harus memberikan keputusan atas
keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tflnggal diterimanya p~rmohonan keberatan dari Wajib Pajak.
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(2) Terhadap pengajuaf/ kembali permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Prasal 4, jangka waktu pemberian keputusan
sl3bagaimana dima~sud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal
diajukan kembali permohonan keberatan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. mengabulkan seluruhnya;
b. mengabulkan sebagian;
c. menolak; atau
d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak memberi suatu keputusan,
maka permohonan' keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai I'anksi administrasi berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan
Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan dan ditagih dengan STPD.

(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada
pengadilan pajak, mflka sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak
dikenakan.

(7) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ay~t (6), terlebih dahulu harus memberitahukan
Isecara tertulis deng'ln meterai cukup paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya stJrat keputusan keberatan kepada Kepala
Oinas Pelayanan Pqjak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPD.

(8) Wajib Pajak yang rnengajukan permohonan banding sebagaimana
Idimaksud pada ayab(7), harus menyampaikan bukti tanda terima
Ipendaftaran banding dari pengadilan pajak sebagai bukti pendukung
surat pemberitahuan imaksud.

(9) Apabila Wajib Paja)< tidak menyampaikan surat pemberitahuan
'sebagaimana dimak~ud pada ayat (7) dan tanda bukti pendaftaran
banding sebagaima dimaksud pada ayat (6), atas sanksi denda
tsebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), tetap ditagih dengan STPD.

(10) Terhadap Wajib Paj~k yang mengajukan banding, tidak dilakukan
penagihan denda se~agaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8)
sampai dengan adanya keputusan pengadilan pajak.

Pasal10

(1) Surat keputusan ke?eratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3), disampaikFln kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh)lhari ke~a, dengan disertai bukti tanda terima.

(2) Sentuk format Keputusan Gubernur tentang Keberatan PSS-P2 dan
Keputusan Gubernyr tentang Keberatan PBB-P2 secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III d~n Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.



10

Pasal11

Peflgajuan keberalan ljdak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelflksanaan penagiha(l pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
penundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Terhadap pulusan keberatan yang dilerbilkan oleh Direkloral Jenderal
'Pajak Kemenlerian Keuangan Republik Indonesia dan pengajuan
banding pada pengaqilan pajak berlaku kelenluan peraluran perundang­
undangan sebelumnya.

(2) Terhadap permohonan keberalan alas SPPT dan/alau SKPD tahun
2012 yang diajukan per tanggal 1 Januari 2013 berlaku kelenluan
Peraturan Gubemur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraluran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan liIenempalannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 20 Oesember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di J .karta
pada tanggal 21 'Desember 2D12

SEKRETARIS DJIlfRAI1 PROVINSI DAERAH KHUSUS
I~UK0TA JAKARTA,

a
F DJA~ PANJAITAN

NIP 1955d8261976011 001

BERITA DAERAKIPR0¥'INSI DAERAH KHU$US IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 I NOMOR 195



lampiran I Peraturan Gubernur Previnsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Desember 2012

PENElITlAN PERSYARATAN PERMOHONAN KEBERATAN

No. Per~aratan Keberatan
Penelitian Persyaratan **)

Keterangan
Ada Tidak Ada

1. Permohonan d'Ruat seJ~ra tertulis dalam bahasCII Indonesia
yang disertai d~ngan asan dan ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuast

2. Surat Kuasa ber reteral culwp apabila permohonan Qikuasakan

3. Identitas wajib ~ ~jak
Identitas pengu ~s atau direksi atau yang dikuasakan*)

4. Jangka waktu frmoho{\an tidak melampaui 3 (~iga) bulan
sejak tanggal SP lr atau ~KPD

S. Fotokopi SPPT P~-P2 5 'lima) tahun terakhir

6. Fotokopi sertifikrt atau status tanah

7. Fotokopi kartu ~uarga untuk waris

8. Fotokopi Akta P~llldirian "tau Perubahan*)

9. Surat penunjlJl~~1 ahU waris dari para ahli waris idalam hal
permohonan di 'ukan oleh ahli waris dan dike~hui oleh
pejabat

10.

~f~~~;~~.~~~t~;~~...~~:~~~~ ...yang

berhubungan dengan

2) ..............................................
3) ................................................

Keterangan :
*) untuk wajib pajak ba an
..) ada/tidak ada diber? Itanda (

Peneliti.

(Nama jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Oesember 2012

----.---_.)

A. Data Wajib Pajak/~uasa

1. Nama Wajib Pa)ak
2. Alamat Wajib ~ajak

3. Nomar Identitas diri
4. Nama Kuasa
5. Alamat Kuasa

6. Nomar Identitrs diri Kuasa

B. Data Objek Pajak

1. Nomor Objek fajak
2. Alamat Objek F3jak

3. Luas Bumi
4. luas Bangunal1
5. NJOP Bumi ,
6. NJOP Bumi Be ama
7. NJOP Bangun.,.
8. NJOP Bangun." Bersama

C. Alasan Pengajuan ~eberatan

D. Pembahasan Permphonan Keberatan

1. Dasar hukum

2. Uraian kebera",n

E. Hasil Pembahasan

1. Diterima deng~n alasan

2. Ditolak denga'] alasan

RESUME HASIL PENELITIAN KEBERATAN

: .

: - .

: - .

·················i···································· .
: m

2: m
: Rp .
: Rp _ .
: Rp .
: Rp .

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD,

( .
NIP _._._ .

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

h~
JOK WIDODO



lampiran III Peraturan Gubernur PrOVInSI Oaerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomer
Tanggal

203 TAHUN 2012
20 Desember 2013

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNU~ PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKDiA JAKARTA

NOMOR"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,

TENTANG

KEBERAT4N PAJAK. BUMI DAN BANGUNAN PE~DESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2
<NOMOR",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, TANGGAL.."""",,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,

a, bapwa sehubungan dengan surat p'epgajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) alas nama WaJ.b PaJak/Kuasa dan WaJlb Pajak""""""""...." .... Nomor"""""""""
laiggal."."."""".""""". yang dilerima Dinas/Suku Dinas/UPPD"""."".""""""., berdasarkan tanda

le~'ma Nomor..""""."""". langgal.".""""".""" bulan"""""""""""" lahun"".""""""."." alas SPPT/SKPD
PB -P2*) Nomor."""""" Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelilian yang
di "angkan dalam Laporan Hasil Pen~lilian Keberalan PBB-P2 Nomor tanggal ,
pellu dilerbilkan kepulusan alas pengajuan keberalan PBB-P2 dimaksud;

b. ba,wa ber9asarkan pertimbangan seb~aimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Gurernur tentang Keberaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan (PBB-P2 atas
SP T/SKPDPBB-P2 Nomor " " " tanggal.. " .. "".,;

1. unrang-undang Nomor 28 Tahun 200911enlang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Pe\"lUran Daerah Nomor 6 Tahun 201Q lentang Kelentuan Umum Pajak Daerah;

3. Pejaturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011lenlang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;

4, Pe!~IUran r,ubernur Nomor 203 Tahun,2012 lenlang Tala Cara Pengajuan dan Penyeiesaian Keberalan
Paj,ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

~~:~~~ A*~:;~~~~K:~~~~~P~ N~~;:.~~.~" ..~~.~,K....a.~.~~A~~A~~~.~.u.~.~,~ ... P~~D,E.S.AAN DAN

Meng,I>ulkan seluruhnya/Mengabulkan ,sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang
lerula/1g") atas pengajuan keberalan PBB-P2 :

a. '1ajib Pajak

Nrma
NfWPD
Apmal

b. SfPT/SKPD PBB P-Z*)

~mor

Trpggal
PBB-P2 yang lerulang

c, 0pjek Pajak

Alamal
Kelurahan
Kfcama.:tan

Kilbupaten/Kota Administrasi

Rp " " " " .

......................................................................................

......................................................................................



KEDUA

KETIGA

2

Besar Na PBB-P2 yang terutang seba~aimana dimaksud pada dlktum E5ATU menjadi sebesar
Rp ( )

Peng i ungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagalmana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai
berik t

Uraian

Men'Cldi

Bumi Bangunan

NJOP/m 2 (Rp)

Bumi Bangunan
Ketetapan

KETIGA

KEEMPAT

Apabi a di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,
kekeli uan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KepU1!Usan Gubernur ini mulai berlaku pacta ta.nggal ditetapkan.

Oitetapkan di ..
pada tanggal ..

a.n. GUBERNUR PROVI 51 DAERAH KHU5U5
IBUKOTA JAKARTA

Kepala Oinas/Kepala 5uku Dinas/Kepala UPPO*),

NIP ..

Salinan Keputusan Gub~rnur ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak
2. Kepala Dinas/5uku pinas}UPPD .)
3. Kepala BPKD Provi~si OKI Jakarta

Keterangan :

*) coret yang tidak pe{lu

GUBERNUR PROVIN51 DAERAH KHU5U5
IBUKOTA JAKARTA,



l.mpiran IV Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tangg.1 20 Oesember 2012

KEPUTUSAN GUBERNU~'PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .

TENTANG

KEBERATAN ~AJAJ('8jJf)IIl DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOlEKTIF
ATAf SPPll!5j<PD PBB-P2 NOMOR TANGGAl... .

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAER1IH KHUSUSIBUKOTAJAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. bap'wa sehubungan dengan sura~ pe~gajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
PeKotaan (PBB-P2) secara kolektlf N!}mor t.ngg.I. bul.n ..
talj"n " mel.lui Organis.si!felur.h.n·) y.ng diterim. Dm,s/Suku Din.s/UPPD
.... _ berdasarkan tanda terima Nomer tanggal.. atas SPPT Tahun Pajak dan
dep~.n merTJpertimb.ngk.n h.sil p,eneliti.n y.ng dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian
Keperatan pBB-P2 Nomor tilnggal. perlu dlterb,tkan keputusan atas pengaJuan
ke er.tan ~BB-P2 dimaksud;

b. b'~I"" ber~asarkan pertimbangan seba~.imana dimaksud d.lam huruf " perlu menetapkan Keputusan

~~ ~~~u;I:~~ap~~S~~~e~ai:~p:~~~~~~i.~a.~ ..a.~.~.g.u.~~.n ...p.e.r~~~anagnga~~.n.p.er~~t~~~ .. (r.a.~.~~2) Secara

1. U ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj.k Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peratura,n Oa,erah Nemer 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Oaerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang p.jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

4. Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tent.ng T.ta Cara PengaJuan Dan Penyelesaian
Keperatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota.n;

MEMUTUSKAN :

KEPUl1JSAN GUBERNUR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERK~AAN (PBB-P2) SECARA KOlEKTIF ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR .
TANG Al. .

Memljerikan keputusan .tas pengaju.n keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-~) seq'l' kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Oaftar Keberatan PBB-P2 secara kolektif yang
terea um dal~m lampiran Keputusan Gubernur ini, yang merup.kan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keput s.n Gubelnur ini.

Apab.ila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,
kekelifuan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulal berlaku pada t.nggal ditetapk.n.

Ditetapkan di .
pada tanggal ..

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD'j,

NIP .
Salinan Keputusan Gubemur ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak
2. Kepala Dinas/Suku Dinas/UAPD .)
3. Kepala BPKD Provin' i DKI Jakarta

Keterangan :
.) eoret yang tidak perw

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTAr:~




